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Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Jawa Tengah

Judul SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan
Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan
Informasi Publik

5. Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2017  tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

6. Peraturan Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

8. Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  10 Tahun 2011  tentang
Perubaha Atas Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Informasi  Publik  di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

9. Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  47 Tahun 2012  tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah
Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pelayanan  Informasi  Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

10. Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  487.22/43  Tahun  2022

tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada

Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. Minimal Sarjana

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima

4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Permohonan Informasi Publik 1. Formulir isian

2. Komputer

3. Pesawat Telepon

4. Jaringan Internet

5. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi

tidak akan terlayani dengan Baik

2. Bila Prosedur ini  tidak berjalan  maka Pelayanan Prima

tidak akan tercapai

3. Bila  Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif

Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

Disimpan dalarn bentuk softcopy dan hardcopy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANPEMOHON
INFORMASI

BAGIAN REGRISTASI PPID
PEMBANTU

ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Pemohon informasi menyampaikan 
pengajuan keberatan atas tidak 
terlayaninya permohonan informasi 
yang dibutuhkan melalui : datang 
langsung dan mengisi formulir 
permohonan pengajuan keberatan 
informasi publik

(1) Formulir pengajuan 
keberatan informasi 
publik yang tersedia di 
meja pelayanan PPID 
atau ditampilkan di 
website dan dapat 
diunduh, (2) Fotocopy 
atau scan identitas diri 
(NIK) dari pemohon 
yang mengajukan 
keberatan

Pada hari dan 
jam kerja

Formulir 
pengajuan 
keberatan 
pelayanan 
informasi publik 
yang telah diisi 
lengkap dan 
dilampiri 
fotocopy/scan 
identitas diri (NIK)

2
Melakukan regristasi formulir 
pengajuan keberatan pelayanan

Semua data-data 
pemohon informasi 
disimpan dalam 
bentuk hardcopy

Pada hari dan 
jam kerja

Daftar pengajuan 
keberatan 
pelayanan 
informasi yang
telah difile

3
Memeriksa formulir pengajuan 
keberatan dari para pemohon 
informasi

berkas pengajuan 
keberatan pelayanan 
informasi yang telah 
diisi

Pada hari dan 
jam kerja

Daftar surat 
yang harus 
diberikan 
kepada PPID
pembantu

4
Memerintahkan PPID pembantu 
untuk memenuhi permintaan 
informasi dari pemohon informasi

Berkas pengajuan 
keberatan pelayanan 
informasi yang telah 
diisi lengkap, DIP yang
telah diumumkan

pada hari dan 
jam kerja

Surat perintah 
tertulis kepada 
PPID pembantu 
untuk memenuhi 
permintaan 
pemohon 
informasi

5

Memberikan informasi yang diminta 
oleh pemohon informasi kepada 
atasan PPID jika informasi dimaksud 
telah masuk DIP. Atasan PPID akan 
menjawab pengajuan

Dokumen/informasi yang 
dimaksud oleh pemohon
informasi atau 
rekomendasi surat 
penolakan dai PPID 
atau PPID pembantu 
karena informasi yang 
diminta

Pada hari dan 
jam kerja

Informasi publik 
yang diminta oleh 
pemohon informasi
atau surat 
penolakan 
kepada pemohon 
informasi
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Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah

${ttd}

Defrancisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197205021999031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            24 / 39                            24 / 39


